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Manusia pada umumnya dilahir-
kan seorang diri, namun ia merupa-
kan makhiuk yang -mempunyai
nalun hldup dengan manusxa lam

manus_x_a sudah. mempunyau “hasrat
atan. keinginan, misalnya  hasrai
atau keinginan untuk menjadi satu
dengan wvang lain, keinginan untuk
menjadi, satu dengan suasana alam
sekelillingnya.” Dan berbagai hasrat
atau keinginan lain yang (iak da-
pat) dikemukakan dalam tulisan ini
Berbagai keinginan itu dapat di-
golongkan ke dalam kebutuhan
dalam hidup. Dalam proses peme-
nuhan kebutuhan tersebut manusia
berhubungan dengan manusia lain
sehingga pada gilirannya terbentuk
nimpunan manusia yang disebut
kelompok sosial.

Adanva Kkesadaran bahwa manu-
sia sebagai induvidu merupakan
sebagian dari kelompok vang ber
sangkutan, mengakibatkan adanya
suatu ketergantungan dengan ma-
nusia lain., Adanvs kesadaran ter-
sebut pada gilirannya mendorong
individu-individu menyusun garis
hubungan vyang disepakati dalam

pemenuhan kebutuhan atau harap- -

an. Faktor inilah yang mendorong
manusia untuk hidup berkelompok
‘atau bermasyarakat. Hal ini sejalan
dengan pendapat yang dikemuka-

I T I T M i R T L Gy i mraniniy

kan oleh SATHPTO RAHARDJO
sebagaj berikut :

Kolektiva merupakan gabungan
dari ‘individu-individu. Bagaimana
individu - bisa - -bergabung - dalam
satu koiektxva, sedangkan klta tahu
bahwa individu mempunyai ciri
individualnya masing-masing’ Apa
vang menjadi faktor sehingga indi-
vidu - bisa melebur menjadi kolek-
tiva. Individu bisa bergabung mejadi
satw kolektiva yang selanjuinya
membentuk masyarakat karena me-
reka berhasil membentuk tatanan.
Tatanan adalah system of expecta-
tion (sistem dari harapan-harapan).
Adanya - harapan-harapan dari indi-
vidu yang satu dengan individu
yang lain menyebabkan merexa
saling mendekati. -
Proses saling mendekati ini merupa-
kan proses membentuk kolektiva
Tatanan mulai terbentuk bilamana
kontak individu mulai terjadi be-
rupa kontak-kontak yang produktif,
maka timbul adanya kesediaan
untuk saling memberi dan me-
nerima sesuai dengan harapan ma-
sing-masing. 1.

semakin tertib suasana garis
hubungan harapan tersebut, se-
makin erat pula tatanan itu dalam
masyarakat. Sistern harapan yang
sangat erat bhubungannya dalam
masyarakat kecil terlibat dari ke-




luarga, yang terdiri’ dari ayah, ibu
dan*anak-anak. Hubungan diantara
anggota ‘ kelompok sangat erat di-
karenakan adanya kesediaan ‘mene-
rima dan ‘memberi ‘sesual “dengan
harapan dlantara ayah 1bu anak~
anak; :

luarva dengan ‘kelompok lamnya
. _dexm menjamm terﬁbnya susunan
garis hubungan “harapan masing-
masing pada gilirannya dibutuhkan
kebiasaan-kebiasaan yang ‘berkem-
bang - menjadi aturan dan norma
yang :disepakati “diantara mereka.
Aturan -dan ~norma “itu dijadikan
pedoman - berlaku, tmg}'at keter-
tiban *“dipengaruhi- oleh  tingkat
kepatuhan serta penghargaan ter-
hadap aturan dan norma semakin
tertib pula kehidupan bermasyara-
kat. o 7 A

Kenyataan dalam ‘masyarakat
mempetiihatkan bahwa walaupun
telah ada aturan dan norma yang
menata kehidupan bermasyarakat,
namun sebagian anggofa masyara-
kat kerapkali terjadi gesekan per-
bedaan kepentingan-kepentingan.
Pergesekan mana mendorong indi-
vidu untuk tidak mematuhi atau
mentasti aturan dan norma, Hal
ini dapat berakibat tferganggunva
keseimbangan dalam tatanan sosial.

Dengan  tergangounva  kese-
imbangan tatanan dalam masyara-
kat akan merugikan, bahkan pada
tingkat terfenfu dapat mengancam
kelangsungan kehidupan masyara-
kat. Demi kelangsungan kehidupan

Dalam hubungan keiompok ke~

masyarakat muncul kebutuhan ada-
nya pengawas berlakunya aturan
dan norma, bahkan pada tingkat
dan keadaan tertentu-diperlukan
pemaksaan agar aturan dan norma
vang sudah dxsepalxan sebeiumnya
dipatuhi. '

Kebutuhan akan adanya penm
awas “dan atau  pemaksa " di “atas
dianggap asa1 mula t1mbu1nya tugas
Kepohman “Perkembangan -tugas
Kepolisian sejalan dengan perkem-
bangan masyarakat sederhana di-
gambarkan secara teratur dan ber
tahap oleh CHARLES REITH vang
dikutip  SOEPARNO SOERIAAT—
MADIJA, sebagai berikut : Pertama,
kumpulnya bersama pelbagai -ke-
lompok manusia. Kedua, ditemu-
kannya - kebutuhan akan adanya
peraturan -peraturan. Ketiga, di-
buainya peraturan-peraturan. Ke-
empat, ditemukannya Kenyataan,
bahwa sebagian anggota-anggota
masyarakat tidak mau mentaati
peraturan-peraturan, dan bahwa pe-
langgaran tersebut membahayakan
eksistensi masyarakat. Kelima, di-
temukannya akan kebutuhan suatu
bentuk kegiatan peraturan~peratur—
an Keenam ....2

Istilah Polisi mulanya berasal dari
“Politeia” yang berarti pemerintah-
an kota (sejarah Yunani). Fungsi
Polisi disini masih meliputi segala
kegiatan manusia termasuk kegiatan
kenegaraan. Kemudian, fungsi Polisi
mengalami pengkususan ssialan de-
ngan diferensiasi fungsi kensgaraan.
Sejak sbad ke 17 di Eropa diadakan




diferensiasi-dalam fungsi kenegara-
an; maka Polisi - merupakan: fungsi
Polisi - ci1sampmg pertahanan {de-
fensi), - hubungan :lnar - megeri (di-
plomat),  ‘dan :peradilan (yustisi).
Ini  berarti yang . disebut Polisi
pada waktu itu adalah . fungsi
' urusan dalam negeri vang mehputz
keamanan .dan “kesejahteraan - ma-
syarakat. Pada “tahun 1794, fungsi

“di Jerman dipersempit - dan ke

tertiban - (o_rdnung} umum,  dengan
ditambah ‘haknya paragraf 10, 11,
17 dalam . Undang-undang pokok-
nva (Prenssisch Landrecht). Sejak
itu, maka kalau. orang di Eropa dan
negara-negara jajahannya bicara ten-
tang polisi maka yang dimaksud
adalah soal keamanan -dan keter-
tiban umum atas masyarakat,3.
Istilah Kepolisian vang berasal
dari . Yunani ' itu - menyebar ke
negara Belanda - dengan istilah
" Politie.” Kemudian istilah- tersebut
oleh * orang Belanda dibawa ke
Indonesia. Di Indonesia menjadi
Polisi. Khususnya di- Indonesia,
fungsi polisi dapat kita lihat mi-
salnya pada pasal 130 UUD Se-
mentara 1950 yang berbunyi
Untuk memelihara ketertiban dan

keamanan umum diadakan suatu

alat Kepolisian yang di atur dengan
Undang-Undang. Dalam perkem-
bangan selanjutnya bahwa tugas
polisi adalah memelihara keamanan
dan ketertiban masyarakat yang
‘dikenal dengan istilah Kamtibmas.

Di dalam sistem Undang-undang
‘Dasar 1945, mengenai tugas polisi

fidak tercantum dengan tegas di
dalam - pasal ‘tetapi -terkandung di
dalam maknanya yaitu bahwa polisi
termasuk . dalam bidang ‘eksekutif.
Sebagaimana -yang - dikemukakan
oleh HAZAIRIN, dalam bukunya
Demokrasi Pancasﬂa sebagaJ. ber~
ikut - N ) S

UUD 1945 tidak menyebutmyebut '
kekuasaan K__e_p_p_hsmn dan: Ke;ak*‘
saan - oleh . karena - dua : macam
tugas ity :telah dengan sendzrmya
termasuk ke dalam tugas-eksekutif
pemerintahan, sebab keamanan. .di
dalam negara adalah tugas pokok
bagi- setiap  pemerintah. Dalam
sistim UUD 1945 maka Presiden

- adalah Polisi dan untuk menunai-

kan tugasnya itu dia boleh ‘atur
melalui UU membentuk satu badan
Kepolisian negara dan satu badan
kejaksaan.4.
Tugas-tugas Kepolisian ini selan—
jutnya dijabarkan kedalam_bebera-
pa peraturan perundang—undangan
sebagai berikut
Pasal 1. _
(1) Kepolisian Negara Republik
Indonesia, selanjutnya disebut
Kepolisian Negara, adalah alat
negara penegak hukum wvang
terntama memelihara keaman-
an di dalam negerinya.

(2) Kepolisian Negara didalam
menjalankan tugasnya selalu
menjunjung tinggi hak-hak
azasi rakyat dan hukum mne-
garanya.

Pasal 2. .
Dalany melaksanakan keten-




tuan-ketentuan dalam pasal 1 maka

Kepolisian negara mermpunyai tugas:

(1) a.Memelihara ketertiban dan

menjamin keamanan umum,
b, Mencegah dan memberantas
menjalarnya penyakit ma-
. syarakat. '
“c.’Memelihara keselamatan ne-
./ gara--dalam - terhadap gang-
- guandaridalam.
"4 Mermefihara
“vorang, benda dan masyara-
~kat “termasuk memberikan
“perlindungan dan pertolong-
e.-Mengusahakan . - Xetaatan
warga mnegara dan masya-
- rakat ‘terhadap peraturan-
' peraturan negara.

(2) Dalam bidang peradilan meng-
adakan penyidikan atas kejah-
-an - dan pelanggaran menumt

~ketentuan - ketentuan dalam

Undangundang hukum acara
pidana dan lain-lain peraturan
negara.

{3) Mengawasi aliran kepercayaan
yang dapat membahayakan
masyarakat dan negara.

(4) Melaksanakan tugas-tugas khu-
sus lain yang diberikan kepada-
nya oleh suatu peraturan ne-
gara,

Pasal 18.

(2) Kepolisian Negara dapat ditkut
sertakan secara fisik didalam
pertahanan dan ikut seria
dalam pengamanan usaha per-
tahanan guna mencapai potensi
yang maksimal dari rakyat di

~ keselamatan

dalam pertahanan total 5.

‘Keputusan Presiden Republik
Indonesia ‘Nomor 52 “tahun 1969
Pasal 4 menentukan sebagai berikut:
Dalam kedudukannya tersebut, Ke-
polisian - Republik - Indonesia’ ber
‘tugas serta bertanwunﬁ gawab ge-

_bagai ‘alat negara -‘penegak hukum,

terutama di bidang keamanan dan
ketertiban masyarakat sesuai dengan
ketentuan dalam .undangundang
pokok Kepolisian negara serta da-
lam bidang kekaryaan sebagai ke-
kuatan sosial politik.

Dalam Keputusan Presiden Re-
publik Indonesia Nomor 7 tahun
1974, pasal 71 dijelaskan sebagai
berikut Kepolisian negara &I,
disingkat Polri bertugas dan ber-
tanggung jawab untuk melaksana-
kan dan mengamankan kebijaksana-
an Departemen Pertahanan Ke-
amanan dalam rangka melaksanakan
segala usaha dan kegiatan sebagai
alat negara penegak hukum ter-
utama di bidang pembinaan ke-
amanan dan ketertiban, sesuai de-
ngan Undang-undang nomor 13
tahun 1961 dan Keputusan Pre-
siden Republik Indonesia Nomor
52 tahun 1969,

Undang-undang Nomor 20 tzhun
1982 tentang keteatuan-ketentuan
Pokok Pertahanan Keamanan Ne-
gara Republik Indenesia pasal 30
{4) menentukan sebagai berikut -

a. Selaku alat negara penegak




-:huk'u::m' “memelihara -serta perundang-undangan,

~meningkatkan tertib hu- b. Melaksanakan penyidikan per-

. kum .dan - bersama-sama kara -berdasarkan peraturan
~odengan segenap-komponen perundang-undangan. '

~kekuatan mnegara lainnya c. Mencegah dan -menaggulangi

‘membina Ketentraman ma- tumbuhnya penyakit masyara-

- . syarakat dalam wilayah ne- kat dan aliran kepercayaan

. gara‘guna mewujudkan ke- yang dapat menimbulkan per-

_'_‘.manan ‘dan  ketertiban - ‘pecahan atau mengancam per-
‘masyarakat. satuan dan kesatuan bangsa.

- 'd. Memelihara “keselamatan jiwa
raga, harta bendz dan ling-
kungan alam dari gangguan
ketertiban dan bencana, ter
masuk memberikan perlin-
dungan dan pertolongan, yang
dalam pelaksanaannya wajib
-menjunjung tinggi harkat dan
martabat manusia, hukum dan
peraturan perundang-undangan;

" 'b. | Melaksanakan tugas kepo-
lisian selaku pengayom da-
lam memberikan perlindung-

~ an dan pelayanan kepada
masyarakat bagi tegaknya
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.

¢. Membimbing masyarakat
bagi terciptanya kondisi

yang menunjang terseleng- e. Menyelenggarakan Xerja sama
garanya usaha dan kegiatan dan koordinasi dengan instansi,
- sebagai dimaksud hunuf a badan lembaga yang bersang-
-dan b ayat (4) pasal ini. 6 kutan dengan fungsi dan tu-
o 4 ' gasnya.

. O . f. Dalam keadaan darurat, ber
Dalam penjelasan pasal 39 ayat sama-sama Segenap komponen
{2} Undang-undang Nomor 2 tahun kekuatan pertahanan keaman-
1982 menyatakan bahwa an negarz melaksanakan tugas
Pembinaan kemampuan dan peng- sesuai dengan perundangun-

gunaan kekuatan Kepolisian Negara dangan.7.

Republik indonesia diarahkan guna.
terselenggaranya tugas-tugas Kepoli-
sian selaku alat negara penegak
hukum dalam rangka mewujudkan

Dalam rangka pelaksanaan tugas
pokok sebagaimana tersebut di
atas, Polri menyelenggarakan fungsi
: utama Kepolisian, fungsi organik
keamanan dan ketertiban masya- Polri, fungsi organik pembinaan,
rakat dengan ! fungsi khusus.dan fungsi teknis.

a. Mengusahakan ketaatan dird Fungsi utama Kepolisian vang

dan warga masyarakat terha- diatur dalam Surat Keputusan Pa-
~dap hukum dan peraturan ngab ‘NMomor : Kep/11/P/I11/1984




berbunyi-sebagai berikut : 1
a, Fungsi Utama Kepolisian :
1) Intelijen dan pengamanan

-Kepolisian, dengan menye-

. lenggarakan deteksi dini

" .dan -identifikasi -terhadap
... segala bentuk sumber pe-
- .. langgaran hukum, penyim-
....-pangan.norma sosial lain-
- -.nya dan.sumber gangguan
4 _;};g:amanan._.ketgmba_n  ma-
. -syarakat yang merupakan

faktor kriminogen -terma-

. suk mencegah dan menang-
gulangi tumbuhnya aliran

n _kepercayaan atau mengan-
~cam persatuan dan kesatu-

“an bangsa serta menyeleng-

garakan pengamanan ke

1

dalam tubuh Polri.

: _Réserse Kepolisian, dengan
-menyelenggarakan penyi

. dikan tindak pidana serta

3

mengkoordinasikan  dan
mengawasi pelaksanaan pe-
nyidikan  yang dilakukan
oleh penyidik pegawai ne-
geri sipil, berdasarkan Un-
dang-undang dan peratur-
an-peraturan  perundang-
undangan lainnya serta
menyelenggarakan upacara
represif kepolisian lainnya.
Kesamaptaan Kepolisian
dengan menyelenggarakan
pencegaharn dan penanggu-
langan terhadap segala ben-
tuk pelanggaran hukum
dan penyimpangan norma
sosial lainnya melalui upa-

ye& pemeliharaan kesela—
matan jiwa raga, harta
benda dan hngkungan
alam dari gangguan keter-
tiban atau bencana, ter
masuk memberikan per-
lmdungan dan perto]onvan

-yang daiam peiaksanaan—

nva wanb menjumung
tmggi harkat dan martabat

- “manusia, hukum ‘dan per

4)

5)

aturan pemndang—undang~
an.

Bimbingan masyarakat, de-
ngan  menyelenggarakan
pembinaan dan bimbingan
masyarakat guna terwujud-
nya kesadaran hukum ma-
syarakat, terbinanya peran
serta masyarakat dalam -
sistem keamanan swakarya
dan terwujudnya kondisi
astagatra yang memper ke-
cil terjadinya kriminogen,
termasuk mencegah dan

-menanggulangi tumbuhnya

penyakit masyarakat.

Selaku kekuatan sosial ber-
fungsi sebagai dinamisator
dan stabilisator yang ber-
sama-sama dengan kekuat-
an sosial lainnya memikul
tugas dan tanggung jawab
mengamankan dan men-
sukseskan  pembangunan
nasional dan kesejahteraan
bangsa.B.

Berdasarkan uraian vang ter-
makiub dalam peraturan perundang-




undangan di | atas,
lingkup tugas Pokok Polri meliputi
tugas-tuﬁas di bldang

1 Intehjen dan pengamanan Ke-
polisian. .
2. Reserse Kepolman
3. Kesamaptaan Kepolisian
4. Bimbingan Masyarakat
5. Bantuan Pertahanan
- 6. Kekaryaan dan ‘bakti ABRI
""‘Bldang tersebut ch ‘atas pada
pokok menyangkut peranan Polri
antara lain :

1. Polri  sebagai pemehhara ke-
amanan dan:ketertiban ma-
‘syarakat (Kamtibmas).

2. Polri ‘sebagai aparat penegak
hukum :

Da}am pembahasan selanjutnya
penuhs akan membicarakan tugas-
tugas Polri selaku alat negara
penegak hukum.

Polri Sebagai Aparat Penegak Hukum.

‘Tugas dan wewenang Polri telah
tersirat dan tersurat dalam bebe-
rapa peraturan perundang-undangan
sejak

1. Tahun 1945, sesuai dengan
pendapat’ yang dikemukakan
oleh HAZAIRIN dalam buku-
nva Demokrasi Pancasila,

2. Tahun 1950 pada pasal 130
Undangundang Dasar Semen-
tara 1950.

3. Tahun 1961 pada pasal 1, 2

dan 18 Undang-undang Nomor
13 tahun 1961 tentang Un-
dang-undang Pokok Kepohsian

4.Tahun 1974 pada pasal 31

maka ruang -

Reputusan Presiden Nomor 7
tahun 1974

5. Tahun 1981 pada pasal 5,7
Undang-undangan “ Nomor 8
tahun 1981 Undangundang
Hukum Acara Pidana.

6. Tahun 1982 pada pasal 30

“avat " (4) yang menjabarkan
termaktub pada penjelasan pa-
sal 39 ayat (2) Undang-undang
Noror 20 tahun 1982 tentang
pokok-pokok Pertahanan Ke-
amanan Negara.

Pelaksanaan peranan Polri selaku
penegak hukum pada hakekatnya
dilakukan - dengan menyelenggara-
kan penyidikan tindak pidana serta
mengkoordinasikan dan mengawasi
pelaksanaan . penyidikan yang di-
lakukan oleh penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PNS), berdasatkan
Undang-undang Hukum Acara Pi-
dana dan Peraturan perundang
undangan lainnya. :

Fungsi Reserse tersebuf merupa-
kan kegiatan yang meliputi penyi-
dikan, penindakan, pemeriksaan
serta penyelesaian dan penyerahan
perkara pidana kepada penuntut
urmum {(Kejaksaan) dalam rangka
pelaksanaan Sistem Peradilan Pide-
na {(Crime Justice System).

Dalam hal pelaksanaan penyidi
kan dengan tindakan-tindakan
kepolisian berupa penangkapan,
penahanan, penggeledahan dan
penyitaan pada dasarnya menyang
kut pembatasan atau pengekangan
hak azasi sesgorang atau beberapa
orang vyang diduga telah melaku-




kan ‘tindak. pidana. Hal ini dilaku-
kan:dalam ‘rangka ‘menjamin. kese-
nnbangan dan perlindungan kepen-
tingan: _mdrmdu ‘dan : kepentingan
uinum: guna menjaga stabilitas kea-
manan: dan ketertiban ‘masyarakat
dari-gangguan kriminalitas. Segenap
tindakan: yang " “dilakukan ‘' oleh
penyidik - ‘harus berdasarkan ‘hukum

dan peraturan pemndang‘undangan
o 'yang berlaku.- '

deakan~tmdakan vang dﬂaku~
Kan oleh penyidik berdasarkan Per-
aturan . perundang-undangan  diru-
_muskan dalam pasal 1 butir:2 Un-
dang-undang Nomor 8 tahun 1981
berbunyi sebageu berikut: Penyidik
adalah serangkaaan tindak penyidik
da}am hal dan menurut cara yang
dzamr dalam Undangundang ini
unmk mencarj serta  mengumpul
kan bukti yang dengan bukti itu
mem_bua_t terang tentang tindak pi-
dana yang terjadi dan guna mene-
mukan tersangkanya. '_
Berdasarkan rumusan tersebut di
atas maka dapat terlihat beberapa
Unsur tmdakan penyidik sebagai be-
rikutt
1. Merupakan serangkaian tin-
dakan
2. Dilakukan oleh penyidik
3. Dalam hal yang diatur dalam
4. Menurut cara yang diatur da-
lam KUHAP
5. Uniuk mencari dan mengum-
pulkan bukti guna membuat
terang suatu tindak pidana.
6. Guna menemukan tersangka-
. nya.

Perumusan -tindak «yang dilakukan
oleh ‘penyidik - dalam:pemndang-
undangan - yang berlaku;- dalam ke-
nyataannya -hanya mampu-untuk
merumuskan - jenis  tindakan ‘dan

tidak merinci atau tidak merumus-

kan . spesis-spesisnya. Sebagai .con-
toh kutipan nimusan nomor 7 ayat
(1)-butir 3. Undang-undang Nomor
8..tahun 1971 tentang Undang-un»

dang Acara ‘Pidana yang berbunyi

“mengadakan tindakan lain. me-
nurut hukum vyang bertangsung
jawab”. Dalam penjelasan pasal
5 ayat (1) huruf a angka 4 berbu-
nyi sebagai berikut: :

Yang dimaksud dengan ”tmdan
lain” adalah tindak dari penyidik
untuk kepentingan penyxdzkan de-
ngan syarat ; :

a. Tidak pertentangan den

suatu hukum

b. Selaras ‘dengan kewajiban hu-

kum yang mengharuskan. di-
lakukannya tindakan jabatan.

¢. Tindakan ifu harus patut .dan
masuk akal dan termasuk
dalam lingkungan jabatannya.

d. Atas kepentingan vang layak
berdasarkan keadaan memaksa

¢. Menghormati hak azasi  ma-
nusia. 9

Berdasarkan uraian yang termaktub
dalam penjelasan pasal 5 ayat (1)
huruf a angka 4 di atas, bahwa
pengertian  tindakan lain sangat
luas, maka pembuat Undangun-
dang mengangeap perly membatasi

pengertian tersebut secara limitatif,




sehingga tindakan-tindakan penyi-
dik.;atau . penyidik ‘hanyalah ter-
batas - pada  tindakan yang -sesuai
dengan. rumusan  undangundang
agar :tidak -'melampaui- batas we-
wenang.:: Hal: ini- sesuai ‘dengan
asas legalitas, -asas di mana setiap
‘tindakan:Polri “harus ~‘didasarkan
kepada : ‘peraturan - perundang-un-
dangan, -jika tidak -demikian maka

tindakan “Polri dﬂdasﬂkasxkan tm-

dakan yang melawan hukum.
(onrechmatigheid).

Selain. -asas legaMtas vang mem-
batasi pelaksanaan wewenang Polri

~ dikenal pula asas Plichtmatigheid

vaitu asas di mana Polri bertindak
sudah dianggap syah berdasarkan
atan bersumber kepada kekuasaan
- atau wewenang umum. Dalam hal
ini Polri diberikan kewajiban untuk
- memelihara keamanan dan keter-
* tiban umum, maka asas Plichtma-
tigheid dapat dijadikan dasar uniuk
melakukan tindakan-tindakan yang
diperlukan asal saja tidak melam-
paui batas-batas kewajiban.

Asal Plichtmatigheid dikenal juga
sebagal asas kewajiban. Asas kewa-
jiban ini juga telah diterapkan
bagi hakim atau pengadilan. Hal ini
tampak dalam rumusan pasal 14
Undangundang Nomor 14 tahun
1970, menyatakan pengadilan tidak
boleh menolak untuk tidak meme-
riksa/mengadili suatu perkara yang
diajukan dengan dalih bahwa hu-
kum iidak atau kurang jelas, me-
. lainkan wajib untuk memeriksa
:  dan mengadilinya.

Dalam penjelasan pasal 14 ‘ter-
sebut di atas, menuturkan :bahwa
hakim = sebagai -organ pengadilan
dianggap memahami hukum.' Pen-
cari keadilan datang padanya untuk
memohon keadilan. Andaikata ia ti-
dak menemukan -hukum ierfulis
untuk memutus berdasarkan: hi-
kum sebagai seorang yang bijaksana
dan bertanggung jawab penuh ke-
pada Tuhan Yang Maha ‘Esa, diri
sendiri, masyarakat Bangsa “dan
Negara BN

Dalam kaitan asas kewajiban ini.
penulis selanjutnya mengentitkakan
hal yang-berhubungan denganHa—
kim dan kewajiban sebagaimana
diatur dalam Bab IV, Pasal 27
ayat (1) Undangundang Nomor
14 Tahun 1970, berbunyi sebagai
berikut Hakim sebagai penegak
hukum dan keadilan wajib meng
gali, mengikuti dan memahami
nilai-nilai Hukum yang hidup dala:m
Masyarakat.

Dalam penjelasan pasal ini di-
nyatakan bahwa dalam masyarakat
vang masih mengenal hukum tak
tertulis, serta berada dalamm masa
pergolakan dan peralihan. Hakim
memupakan perumus dan penggali
dari nilai-nilai hukum vang hidup-di
kalangan masyarakat. Untuk itu ia
harus terjun ke tengah-tengah ma-
syarakat untuk mengenal, merasa-
kan dan mampu menvelami perasa-
an hukum dan perasaan keadilan
vang hidup dalam masyarakat.
Dengan  demikian hakim dapat
memberikan putusan yang sesual




dengan hukum dan msa keadﬂan
masyarakat

Berdasarkan uraian yang termak-

tub dalam pasal i4, 27 ayat (1)

serta penjelasannya dari ‘Undang-

undang ‘Nomor- 14 tahun 1970,
Tentang: Ux_ldzmgundang ketentuan-

ketentnan . Pokok - Kekuasaan - Ke-
enulis - ‘dapat * melibat

makna _ yang terkandung dalam
maksud: pembuat undangundang.

ha}uman

Makna mana ingin dianalogkan dan
dikaitkan dencran pelaksanaan we-
wenang Poi_n sebagai penegak hu-
kum {penyidik} yang berlandaskan
asas - kewajiban. - Makna --dimaksud
mengandung adanya keinginan: agar
penegak hukum dalam melaksana-
itan “tugasnya memperhatikan, me-
mahami serta menghayati aneka
ragamt norma hukum yang hidup
dalam masyarakat Indonesia phi-
ralisme.

Bertolak dari pemikiran tersebut
di atas maka asas kewajiban tentu-
nya dapat diperlukan secara analog
sehingea tidak ada alasan bag
petugas Polri terutama penyidik
untuk tidak bertindak dengan dalih
bahwa hukum tidak jelas mengatur
tindak itu, melainkan wajib melaku-
kan tindakan atas dasar kewajiban.
Namun untuk membatasi tindakan
berlandaskan asas kewajiban agar
tidak terjadi tindakan sewenang
wenang maka asas kewajiban ter-
sebut dibatasi dengan empat ke-
tentuan yang juga merupakan sub
asas kewajiban.

Di negara yang lebih mengutams-
kan segi hukumnya seperii Jerman,
asas: kewagzban dzbatam dengzm asay
asas 1alah IR :

1. Asas urgen31 {noed Zakeh;k
“heid) setmp ﬁndak.em harus

. -"betul-betui diperjukan dalam
~arti tanpa tindakan it maka

: 'tugas tidak terlaksana '

. 2..Asas. kelugasan (Zakeh_}kheld}

*dalah tindakan harus zakelijk
objektif, tidak boleh didorong
oleh motif-motif pribadi.

3. Asas fujuan sebagai ukuran
(Doelmatigheid) dalam arti
bahwa tindakan betulbetul
diambil agar apa yang men-
jadi tujuan seperti pulihnya
Keamanan lekas tercapai.

4, Asas keimbangan ialah dalam
melakukan tindakan harus di-
jaga keimbangan antara tujuan
dan sasaran yang digunakan.10

Dengan demikian Polri sebagai

penegak hukum yang melaksanakan
tugas di tengah masyarakat yang
memiliki berbagai ragam norma
bukan saja penegak hukum formal
saja, tapi hamus mampu bertindak
berdasarkan asas kewajiban untuk
menegakkan hukum vyang tertulis
dalam arti bahwa norma vang
hidup dalam masyarakat dapat
diteruskan serta dihormati.
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_f_-i"SUTANTIo RETNOWULAN .
L Wamta dan Hukum Hlmpunan karangan Hukum yana pen-

o “1979 120halaman 21 cm.
Buku Wamta dan Hukum ini: memuat karangan ilmiah popu- '

' "'ler mengenai beberapa masalah Hukum yang penting ‘bagi kaum

wanita, ‘mengingat Wanita modern dewasa ini senantiasa wajib
'menambah pengetahuan di segala bldang, dan salah satu bidang
yang perlu dipahami adalab bidang Hukum.

: Sebagai anggota masyarakat sebagal isteri pendamping suami,

dan sebagai 1bu pengasuh dan pendldjk anaknya, buku wanita

. dan Hukum ini akan menambah pengetahuan kaum wanita tentang

.Hukum yang berlaku, yang sedikit banyak mempunyai sangkut
. paut dengan kaum wanita. Hal-hal yang dibahas antara lain:

-~ Seberapa jauh kekuatan tindakan hukum yang dilakukan oleh
waniia vang bersuami menurut hukum di indonesia.

—  Keretakan yang tidak dapat diperbaiki sebagai alasan perce-
raian. Perceraian berdasarkan keretakan vang tidak dapat di-
perbaiki oleh masyarakat dianggap lebih "ELEGENT” dari
pada berdasarkan perzinahan.

— Hukum waris; Rupanya perkara warisan dapat turun fe
IHUIUn, sehingga patuf kita renungkan. '
Perlindungan hukum bagi janda. Apabila harta yang diting-
galkan oleh pihak suami hanya cukup untuk menjamin hidup
jandanya.

Buku ini akan sangat berfaedah pula bagi kaum pria
vang mencintai kaum wanita. Oleh karena dengan membaca
buku ini, ia akan lebih dapat membimbing & memimpin
kawan hidupnya dalam memecahkan berbagai masalah Hu-
kum.




' ?ROJOHAMIJOYO MARTIMAN

. Penyelidikan dan penyzdlk/Maxmnan Pro;mhamgoyo cetak~
an 1 Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, 31 halaman Ius 20 cm.

Buku ini di maksudkan untuk turut serta memasyarakatkan
hukum di Negeri kita, agar pemerataan hukum dapat mencapai
_sasarannya. Salah satu tugas pokok Polri sebagai unsur ABRI ada-

. “lah -bertanggung Jjawab sebagai alat Negara penegak hukum, ter-

utama di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasar-

kan Undang-Undang Polri sebagal penyzdzk tunggal, artinya tidak
sada aparatur lain ‘kecuali Polri. yang dlbebam kewagxban melaku-
" kan pemeriksaan.

Sedangkan Polisi Negara yang bertugas melakukan penveli-
dikan dan penyidikan, sering juga disebut sebagal Polisi kehakim-
an. Penyelidik dan penyidik hanya menerima laporan, pengaduan,
. .dan menerima informasi dari masyarakat. Adapun tujuan pemerik-
gaan pendahuluan oleh penyidik/penyelidik ialah mencar dan
mengumpulkan bahan-bahan pembuktian, Bahan-bahan pembukti-
an itu dapat berupa benda ataupun orang. Polri diharapkan akan
memiliki ciri-citi dan sifat kemanusiaan sehingga dalam tindakan-
nya akan memperlihatkan sifat manusiawinya, serta akan menjun-
jung tinggi norma keagamaan, penkemanusiaan kesopanan dan ke-
susitaan.

Apa & Siapa sejumlah orang Indonesia 1983-1984/disusun oleh
Majalah Berita mingguan Tempo cet. 1, Jakarta: Grafitipers, 1984,
Jil: Ilus; 21 em.

Tim Majalah berita mingguan Tempo mencoba menyusun se-
buah khasanah kecil yang isinya adalah profil dari nama-nama
yang sering disebut di media massa. Diawali dengan tokoh-tokoh
kesenian yang jadi pujaan publik, atau punya kecenderungan (ser-
ta kesempatan) menampilkan diri ke Publik. Kemudian tokoh eko-
nomi dan bisnis, mengingat kiat hidupnya di dunia perekonomian
dengan kenyataan sehari-hari, setelah itu giliran kepada para to-
koh pejabat. Agaknya ada empat kriteria yang dipakai dan masing
masing dengan bobot berbeda-beda;

1. Bila Produk dari seorang tokoh pengusaha diketahui
luas oleh Masyarakat.

2. Bila seorang tokoh mempunyai atau mengelola perusa-
haan vang terkenal.




HUSNI KEMAS

e 3:.;':: : -?Blla seorang tokoh blSIl]S sermg dzsebut dalam mecha k|

oo nassa atau, pembicaraan
i 4. Bila seorang tokoh menong
'_._::.}dangusaha

- Dalam Apa & Slapa 1983 1984f1m,_ sejumlah tokoh da-

" .-lam se}arah Indcmesza Modem yang telah wafat tadak dlmuat
:-.._;},ag] s . . e R :

Sebab-sebab nmbulnya kemacetan arus ialu~1mtas pada Ja]ur-

=it Jalur Clam—PuncakmCIanJur pada hari-hari: Mmggu dan hari-hari
' 'hbur lamnya serta ‘upaya. penanggulaﬂgannya/Kemas Husm Jakar-

--'ta PTIK; 1986, 78 halaman; 25 cm.

Sknp& ini memba}ms tentang Sebab sebab tzmbulnya kema-

_cetan arus laIu-}mtas dan upaya penanggulangannya
& -~ Faktor—faktor penyebabnya antara lain:

1. Menmgkatnya perkembangan }um}ah penduduk karena
g urbanisasi maupun kelahiran.
2. Modernisasi dalam tata keiudupan masyarakat d1 Czaw1
' Puncak—Cianjur. -
3, Pertambahan keglatan masyarakat lapangan kerja dan
pendidikan.

Dengan melihat faktor-faktor tersebut di atas maka akan fim-

bul kecelakaan Ialu—hntas yang terdiri dari beberapa faktor antara
lain;

1. Faktor manusia

2. Faktorjalan

3.  Faktor kendaraan/alat angkutan
4. Faktor alam/lingkungan.

Keempat faktor ini saling berhubungan dan saling mempe-
ngaruh1 satu sama lamnya sehingga dapat menimbulkan gangguan
dan ancaman vang berdampak keceiakaan pelanggaran dan kema-
cetan lalu-lintas.

Sedangkan penanggulangannya dapat dilakukan peraturan

“lalu-lintas dengan’ menggunakan cara/alat yang dikenal dengan

tiga E:

1. Engineering/traffic engineering.
yaitu mengatasi kemacetan lalu-lintas dengan cara pembuat-









